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BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, dan ketentuan Pasal 123 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

o 1ot


Stamp


Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2014
tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2012 tentang Pedoman  Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 67);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019  tentang Klasifikasi,  Kodefikasi, dan
Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun
2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun
2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2006 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor
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25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 8);

26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN
2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud
dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Karangasem.

3. Bupati adalah Bupati Karangasem.

4, Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
semua Daerah.

6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib  diselenggarakan
oleh Daerah sesuai dengan potensi yang
dimiliki Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
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periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah
adalah  dokumen  perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari
kegiatan /program yang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah, yang selanjutnya
disebut Bapelitbangda adalah Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Karangasem.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan
yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau
masyarakat, yang  dikoordinasikan  oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran
dan tujuan pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja
pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu
Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan
dari suatu Program atau keluaran yang
diharapkan dari suatu Kegiatan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari
Kegiatan dalam satu Program.
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18. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian sasaran dan
tujuan Program dan kebijakan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun
2021-2026.

(2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,
Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah,
yang disusun berpedoman kepada RPJMD Semesta
Berencana dan bersifat indikatif.

(3) Susunan dan sistematika Renstra Perangkat Daerah
terdiri dari:
a. pendahuluan;
b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
c. permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat
Daerah;
tujuan dan sasaran,
strategi dan arah kebijakan;
rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
. penutup.

(4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai
pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam
menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan
sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Semesta
Berencana.
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Pasal 3

Bapelitbangda melakukan verifikasi untuk menjamin
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Program, dan
Kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat
Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Semesta Berencana.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 15 September 2021

BUPATI KARANGASEM,
TTD
I GEDE DANA
Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 15 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,
TTD
I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan sesuai aslinya

Ke{pala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,
“f:."

Lléna g Suarnatha

\ 'NO{IP. 19821108 200501 1 007
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